BABI

PENDAHULUAN

Hak asasi manusia (HAM) ser.ng dihubungkan dengan kepolisian. Ini tidak
terlepas dari kegja polisi yang sehari-hari bersinggungan dengan fIAM. Bagi polisi
dalam menjalankan tugas dan kewenangaonys seyogyaaya dapat mengacu kepada
ketentuan-ketentan hukum yang bedakw, kareaa dalam cegasa demokratis dimanapun
di muka bumi ini penegakan hukum seharusnya dnakukan ofeh polisi dan tidak
dipengaruhi oleh unsur-unsur lain, sehingga tidak terjadinya tumpang tindih
sebagaimana pengalaman pada era orde baru dimana fiagsi penegakan hukum telah
dilaksanakan oteh betbapgai institusi.

Namun didalam aplikasinya di lapangan justru penegakan hukum yang te'ash
dilaksanakan sesuai dengan prosedus dan aturan yang ada, dirasakan tidak memenuht
tuntusen keadblan masyarakat sehingga menimbulleen berbagai reakst yang bersifat
destruktif. Oleh karenanya berbagal upaya pesegakan hukum yang diantaranya
difakukan oleh Polri tclah dihadapkan pada dilema yang mencmpatkannya pada posisi
yang serba salah, padaha? begitu kentalnya harepan masyarakat terhndap kemampuan
Polri untuk dapat mengatasi serta mengelola situasi penuh dengan ketidak pastian ini
untuk dapat meagacab kepada terwujudnya stabilisas Kamtibmas yang mantap.

Barapan Ini muncul karena pada 22 Jun: 2009 Kapoln Bambang Hendarso
Danuni menerbitkan Peraturan Kapolri No.8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip
dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyclenggaraan Tugas Kepolisian Negara
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Republik Indonesia. Keputusan ini merupakan langkah maju dari kcpolisian dalam
upaya pcmajuan, perlindungan dan penegakan HAM di Tndonesia. Sebelumnya Yolri
tclah menjalin MoU dengan Komnas HAM Rl dalam upaya penegakkan HAM. Pohi
juga telah becusaha mengubah citranya yang sclama ini bercorak militer dengan
konsep perpolisian masyarakat (Polmas). Masyarakat wajib mengetahuj peraturan lini
untuk meagosiiro] dao memastikan polisitidak melanggar HAM.

Ada 8 (delapan) hak asasi manusia yang terkait dengan tugas kepolisian, yakni
{(a). hak memperoleh keadilan (b). hak atas kebebasaa pribadi (c}.hak atas rasa aman
(d). hak bebas dari penangkapan sewcnang-wenang, hak bebas dari penghilangan
sccara paksa, (e). bak khusus perempuan, (f).hak khusus anak, (g). hak khusus
masyarakat adat, (). hak Khusus kelompok minorisas, seperti etnis, agama,
pcnyandan; ;;acat., orientasi seksual (pasal 7).!

Sesua) dengan prinsip menghargai dan menghormati 1AM, setiap anggota
Polri dalam melaksanakan tugas atau dalam kehidupan se€hacd-hari wajib untuk
menerapkan perlindungan dan pcnghargaan HAM, sekurang-kurangnya: (a).
menghormati martabat dan HAM setiap orang; (b). bertindak secara adil dan tidak
diskniminafif, (¢). berperilaku sopan; (d). mengbormafi norna agama, etika, dan
susila;, dan e. menghargai budaya lokal sepanjang tidak berientangan dengan hukum

dan HAM (Pasal 8).

! LBH Makasa, “Mceanti Polisi Beckaju HAM™, jugfvww.lbh-makassar. org/?p=1861,
Oiakses ?nggﬂl 11 Apri$ 2011,
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